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Perihal :Imbauan Debat Publik

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

Tempat

A.Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang — Undang;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024

tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024,

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali

Kota;
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7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023
TentangPerubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

B. Memperhatikan

1. Sebagiamana Ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 terkait Debat Publik atau Debat Terbuka Antar
Pasangan Calon.

2. Sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Adapun ketentuan Debat Pilkada diantaranya:

a. Menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada

masyarakat;

b. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus
delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen
debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk

jeda iklan;

c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik

atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;

d. Partisipan debat dilarang membawa atribut kampanye, meneriakan yel-yel, membuat

kegaduhan dan melakukan intimidasi.

C.Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka menjaga integritas debat
dan memastikan bahwa proses berlangsung transparan, jujur, serta sesuai dengan
peraturan yang berlaku, maka Bawaslu Kabupaten Tuban Mengimbau KPU Kabupaten
Tuban untuk:

1. Peserta dan/atau Undangan debat publik atau debat terbuka diselenggarakan dengan

memperhatikan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh KPU Tuban;

2. Memastikan panitia penyelenggara dan moderator debat bersikap netral dan tidak

memihak pada salah satu pasangan calon;

3. Tidak ada penggunaan fasilitas negara oleh pasangan calon atau pihak manapun selama

debat berlangsung;
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4. Pembagian waktu yang adil saat debat berlangsung sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan;
5. Materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan oleh KPU Tuban.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatianya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.
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